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ABSTRAK

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan
yang mengatur tentang proses pemanggilan terhadap Tergugat yang tidak
diketahui keberadaan dan alamat tempat tinggalnya untuk perkara perceraian di
Pengadilan Agama. Pengadilan Agama diberikan kebebasan untuk memilih
menggunakan media mana untuk melakukan proses pemanggilan. Selain itu di
dalam peraturan tersebut dijelaskan proses pemanggilan sampai sidang
membutuhkan waktu 4 bulan. Waktu yang lama dalam proses pemanggilan
dengan hasil dari panggilan yang tidak sesuai inilah yang menjadi diskresi hakim
dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat dilihat dari proses analisis hakim
dalam memahami dan menafsirkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975. Karena peraturan pemerintah tersebut tidak menjelaskan alasan
kenapa proses pemanggilan memerlukan waktu lama. Penelitian ini difokuskan
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat diterapkan sehingga
pemanggilan dalam perkara perceraian ghaib di Pengadilan Agama Sleman dapat
terlaksana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dimana
data yang diperoleh melalui wawancara kepada 1 (satu) hakim, 1 (satu) jurusita
dan 1 (satu) panitera pengganti di Pengadilan Agama Sleman serta observasi
langsung pada kasus dan tempat yang diteliti penyusun. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif,
yaitu data yang dikumpulkan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian
data dianalisis dengan teori Hukum Progresif, dimana dan apa saja yang menjadi
fenomena pengalaman hakim, jurusita dan penitera dalam menangani perkara
tersebut penyusun analisis secara mendalam. Penyusun juga melakukan
pendekatan secara yuridis yaitu membahas tentang penerapan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dari prespektif hukum positif.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pemanggilan
perkara perceraian ghaib dengan menggunakan instrument Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Tahun 1975 sudah tidak memenuhi asas sederhana sehingga waktu
dari pemanggilan mencapai 4 bulan dan dirasa merugikan pihak Penggugat.
Sebaiknya dapat digunakan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 718
ayat (3) R.Bg, dan ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 yakni panggilan
bagi pihak yang ghaib dilakukan melalui kantor daerah dan tetap melakukan
pemanggilan melalui media massa. Namun, dalam kasus-kasus tertentu hakim
harus kreatif melakukan penafsiran atau konstruksi hokum sehingga proses
pemanggilan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu menjadi
pertimbangan terkait pemilihan media massa yang tidak mahal, sebaiknya
menggunakan radio dan dilakukan secara berulang kali disertai dengan bukti
penyiaran dari radio yang bersangkutan.

Kata kunci: Pasal, diskresi, cerai, ghaib, efektif, relatif, kreatif, hukum progresif.
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MOTTO

“Bapak Ibukku pernah berkata: Walaupun biaya kuliah
kamu mabhal, tapi kalau nanti kerja gajinya kecil gapapa.
Kita kuliahin kamu bukan buat jadi orang kaya tapi buat

jadi orang yang berguna”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
D) Ra’ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
B: Syin Sy Es dan ye
ol Sad S Es (dengan titik di bawah)




o=R Dad D De (dengan titik di bawah)
k Ta’ T Te (dengan titik di bawah)
L 7a’ Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
S Qaf Q Qi
Sl Kaf K Ka
dJ Lam L El
B Mim M Em
8] Niin N En
5 Wawi W w
A Ha’ H Ha
Hamz
e 1 Apostrof
ah
@ Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
3354 Ditulis Mawaddah
= Ditulis Bihinna




. Ta’ Marbutah diakhir Kata

. Bila dimatikan ditulis h.

FR Ditulis Hikmah

de Ditulis ‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).

. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka

ditulis dengan h.

BRENFAES Ditulis Karamah al-Auliya’

. Bila ta’ marbtitah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

LRl Ditulis Zakah al-fitri

. Vokal Pendek

fathah Ditulis a
Jad Ditulis Fa’ala
kasrah Ditulis i
B Ditulis sukira
dammah Ditulis u
L Ditulis yazhabu




E. Vokal Panjang

Xi

Fathah + alif Ditulis A
' Al Ditulis jahiliyyah
Fathah + ya’ mati Ditulis a
i (sl Ditulis tansa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis I
Joalh Ditulis tafsil
Dammah + wawu mati Ditulis a
* J3kal Ditulis usil
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
' Ll Ditulis az-Zuhaili
Fathah + wawu mati Ditulis au
i ATl Ditulis ad-daulah
G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
aill Ditulis a’antum
Cdef Ditulis u’iddat
A Kl Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf

66|7’

o)l

Ditulis

Al-Qur’an




xii

ol

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

sl

Ditulis

as-Sama’

5 a0 -;.“

Ditulis

asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

o=y allis g Ditulis Zaw al-furtd
A Al Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalm EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk

menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah

huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

C.S;S\ &1/. ,:) 5078

OIA 48 05

Ditulis

Syahru Ramadan al-
laz1 unzila fih al-

Qur’an
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. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan
sebagainya.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa." Namun ketika sudah hidup berkeluarga ada kalanya terjadi
pertikaian antara suami dan istri, sehingga tak jarang menimbulkan
persengketaan diantara mereka. Bahkan ada diantara mereka begitu tega
membiarkan atau tidak memperdulikan istri maupun suaminya bertahun-
tahun lamanya tanpa berita dan tidak diketahui dimana perginya maupun
alamat tempat tinggalnya, Kejadian ini sering terjadi kepada istri.

Kondisi tersebut mengakibatkan salah satu pihak terkatung- katung
dan tidak mempunyai kepastian hukum akan kelanjutan kehidupan rumah
tangganya, maka sering kali jalan satu-satunya yang ditempuh adalah
berurusan di Pengadilan Agama, dalam arti istri akan mengajukan gugatan
cerai terhadap suaminya.? Pengadilan sebagai lembaga pelayanan hukum dan

sebagai tempat orang meminta perlindungan hukum, harus menerima

' Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1)

2 Lilik Mahsun, Analisis Hukum Tentang Efektivitas Penerapan Pp No.9 Tahun 1975
Terhadap Proses Perceraian Pada Pengadilan Agama Bau- Bau, (Kendari: Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kendari, 2005), him. 1



pengaduan itu sesuai proses hukum acara perdata dan berdasar pada
ketentuan hukum yang berlaku. ®

Berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta
peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, maka pihak istri atau suami
telah mendapat perlindungan hukum dari negara dalam makna sesuai hukum
ia dapat menggunakan hak-haknya, sehingga sikap suami yang semena-mena
itu dapat dihindari dan jika itu masih terjadi, maka pihak yang dirugikan akan
mendapat perlindungan hukum dari negara, karena negara kita adalah negara
hukum maka hak asasi dan hak kemerdekaan orang harus senantiasa
dijunjung tinggi.

Perkara cerai gugat atau cerai talak, dimana tempat tinggal kedua
belah pihak diketahui dengan jelas maka tidak akan menimbulkan persoalan
hukum, karena relaas (surat panggilan) secara mudah dapat disampaikan ke
alamat yang bersangkutan. Persoalannya ialah pada saat tergugat tidak
diketahui dimana ia berada, pastinya membutuhkan kejelian yang lebih, untuk
memutuskan apakah pihak tergugat ini benar-benar tidak diketahui
alamatnya. Tidak jarang terjadi pihak tergugat yang dighaibkan tersebut
datang dan mengaku bahwa tergugat selama ini tidak hilang. Hal tersebut bisa
disengaja oleh pihak penggugat, tujuannya agar perkaranya tidak berbelit dan

cepat diputus, sedangkan disisi lain pihak yang tergugat juga mempunyai

® M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenagan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta:
Pustaka Kartini, 1989), him. 134 .



kedudukan, hak, dan derajat yang sama untuk menyampaikan keterangan
beserta alat bukti yang menguatkannya.

Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui
atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan
kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.* Panggilan dilakukan
dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan
dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass
media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.” Hal ini kemudian ditegaskan
kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai
pengumuman untuk tergugat yang tidak diketahui atau tidak jelas tempat
kediamannya, dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan
antara pengumuman pertama dan kedua.® Sedangkan tengang waktu antara
panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga
bulan.” Apabila sudah dilakukan pemanggilan sebagaimana peraturan
mengatur dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa
hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.®

Ketentuan ini telah diberlakukan di Pengadilan Agama sejak

diundangkan hingga sekarang dan masyarakat pencari keadilan harus

* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20 ayat (2).

> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (1).

® Pasal 27 ayat (2).
’ Pasal 27 ayat (3).

® pasal 27 ayat (4).



bersabar menunggu dengan proses waktu 4 bulan. Ditambah lagi waktu 14
hari putusan itu memiliki kekuatan dan setelah istri menjalani lagi masa iddah
yang harus dilalui selama 3 bulan (ba’'da dukhul).® Selain itu berdasarkan
ketentuan tersebut proses pemanggilan bagi pihak yang tidak diketahui
alamatnya dilaksanakan melalui salah satu media massa, bisa radio maupun
koran. Radio menjadi pilihan bagi pengadilan agama untuk menyampaikan
informasi adanya panggilan ghaib, karena radio merupakan salah satu media
massa yang dianggap murah dan sederhana dibandingkan media massa yang
lainnya. Sementara dewasa ini teknologi informasi sudah begitu canggihnya,
kini hampir tiap orang memiliki HP (Handphone), tiap rumah sudah memiliki
televisi bahkan sudah banyak yang memiliki internet, jalan-jalan yang menuju
antar desa sudah relatif bagus dan enak dilewati.

Secara yuridis, proses pemanggilan kepada tergugat yang tidak
diketahui keberadaannya sudah diatur tetapi tidak disebutkan dengan jelas
atau detail alasan-alasan kenapa proses pemanggilan lama dalam peraturan
perundang-undangan di Negara Indonesia, yang kemudian bisa dijadikan
sumber hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus
perkara tersebut. Oleh karena itu para hakim dengan kemerdekaan dan
otoritas yang dimilikinya akan melakukan konstruksi hukum terhadap

penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling

° Lilik Mahsun, Analisis Hukum Tentang Efektivitas Penerapan Pp No.9 Tahun 1975
Terhadap Proses Perceraian Pada Pengadilan Agama Bau- Bau, (Kendari: Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kendari, 2005), him. 5.



tepat dan relevan dengan permasalahan perceraian dengan tergugat yang tidak
diketahui dimana keberadaannya yang sedang dihadapi.

Mengingat dan menimbang dampak dari penerapan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap salah satu pihak yaitu
penggugat, apabila penggugat sebagai manusia biasa yang memiliki
kebutuhan biologis masih prima. Tidak terlayani dengan baik karena suami
meninggalkannya sejak lama dan penyelesaian perkara yang diajukan di
pengadilan juga lama, memungkinkan penggugat untuk melakukan zina atau
hubungan suami istri di luar nikah dengan orang lain karena terpaksa
keadaan. Dampak lainnya, apabila pasangan tersebut mempunyai keturunan
atau anak, tentu memerlukan pembinaan dan kasih sayang dari kedua orang
tuanya. Apalagi kehidupan istri terhimpit beban biaya hidup yang tinggi
dengan keharusan menanggung beban diri dan anak-anaknya, keadaan ini
terus berjalan sehingga istri semakin merasakan kondisi hidup yang sulit baik
untuk membiayai anak-anaknya maupun untuk mendidik anak-anaknya
karena terbatasnya waktu istri menjadi single parent. Tokoh seorang suami
diperlukan secepatnya. Disisi lain pada zaman modern ini, masa 4 bulan
sudah tidak relevan lagi karena memberikan waktu lebih untuk transportasi
pada saat itu yang masih sulit.

Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk melaksanakan dan
menyelesaikan perkara perceraian dengan tergugat yang ghaib dengan

menggunakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



merupakan sebuah diskresi atau kebijaksanaan, karena hakim harus
melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan, melihat keadaan yang
sebenarnya di lapangan, dan dengan kemerdekaan serta otoritas yang
dimilikinya. Hakim harus menemukan alasan hukum melalui penafsiran,
pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum penyelesaian perkara
perceraian dengan tergugat yang ghaib menggunakan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut.

Melihat pokok permasalahan di atas maka pembahas akan meneliti
apakah penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan ini berlaku efektif atau tidak di Pengadilan Agama Sleman. Data

perkara tahun 2018 dan 2019:

Perkara Perkara sisa | Jumlah Perkara Perkara
No | Tahun tahun total yang sudah | yang belum
Masuk . ;
sebelumnya | perkara diputus diputus
1 2018 2179 443 2622 2221 401
2 2019 2313 401 2714 2234 480

Sumber: https://www.pa-slemankab.go.id/web/article/laporan-tahunan

Dengan rincian:

Tahun Rincian Klasifikasi Perkara Jumlah
Cerai Gugat 1203
Cerai Talak 455
Kewarisan 5
Perkara Harta Bersama 15
2018 _yang Izin Poligami 22
dikabulkan | Itsbat Nikah 20
2009 Perwalian 37
Dispensasi Kawin 93
Wali Adhol 4
Penguasaan Anak 12




Pengesahan Anak 1
Penetapan Ahli Waris 14
Ekonomi Syariah 4
Lain-lain 101
Asal usul anak 10
Wasiat 11
Hibah 1
Izin Kawin 1
Total: 2009
Dicoret dari register 10
Pe”;@gak Ditolak 7
gﬁ(r;%ullkaaln Dicabut 165
212 Gugur 19
Tidak diterima 11
Total: 212
Jumlah Total: 2221
Tahun Rincian Klasifikasi Perkara Jumlah
Cerai Gugat 1156
Cerai Talak 437
Kewarisan 3
Harta Bersama 9
Izin Poligami 15
Itsbat Nikah 18
Perwalian 43
Perkara Dispensasi Kawin 117
yang Wali Adhol 11
dikabulkan | Penguasaan Anak 6
2019 1989 Pengesahan Anak 0
Penetapan Ahli Waris 20
Ekonomi Syariah 12
Lain-lain 109
Asal usul anak 16
Wasiat 16
Hibah 1
Izin Kawin 0
Total: 1989
Perkara Dicoret dari register 10
yang tidak | Ditolak 10
dikabulkan | Dicabut 203




252 Gugur 25
Tidak diterima 4

Total: 252

Jumlah Total: 2241

Pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Sleman ini dikarenakan
banyak terdapat permohanan perceraian yang diajukan sesuai dengan data
yang didapat peneliti di situs resmi Pengadilan Agama Sleman. Hal ini
kemudian melatar belakangi penulis memilih Pengadilan Agama Sleman
sebagai tempat penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang kreativitas
hakim dalam penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dan faktor-faktor
apa saja yang dapat mempengaruhi hakim sehingga dapat tercapai efektivitas

pemanggilan ghaib di Pengadilan Agama Sleman.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan
masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 tentang panggilan
pihak yang tidak diketahui alamatnya dalam sidang perceraian efektif
diterapkan di Pengadilan Agama Sleman?

2. Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman dalam proses
pemanggilan perkara perceraian (ghaib) agar dapat terlaksana secara

sederhana, cepat dan biaya ringan?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui apakah ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang panggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya
dalam sidang perceraian efektif diterapkan di Pengadilan Agama
Sleman.

b. Mengetahui apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman dalam
proses pemanggilan perkara perceraian (ghaib) agar dapat terlaksana
secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan maupun referensi ilmiah
sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di
bidang hukum acara Peradilan Agama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi hakim
Pengadilan Agama dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum
kepada pencari keadilan, sehingga pihak penggugat tidak akan merasa
waktu yang lama dan berbelit-belit dalam rangka memperoleh haknya

di pengadilan.
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D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun melakukan penelitian lebih lanjut, penyusun telah
mengkaji beberapa literatur yang bersangkutan dengan judul skripsi penyusun
yaitu Kreativitas Hakim Dalam Menerapkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974  Tentang  Perkawinan di  Pengadilan  Agama  Sleman
Tahun 2018-2019. Dari beberapa literatur yang ada baik jurnal maupun
skripsi bukan hal yang baru dalam pembahasan ini, namun belum ada skripsi
di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas
terhadap hal ini. Penyusun menemukan beberapa literatur baik jurnal maupun
skripsi namun dalam hal pembahaan masing- masing literatur memiliki fokus
yang berbeda- beda baik subjek maupun objeknya. Adapun beberapa literatur
yang berkaitan dengan bahasan ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Jamaluddin T dengan judul Efektivitas
Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi
Kasus pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampore)”."? Penelitian ini
hampir sama pembahasannya dengan yang penulis bahas, hanya saja dalam
penelitian Jamal ini perbedaan tempat atau latar belakang antara di daerah
Watampore dengan Sleman mungkin akan berbeda hasilnya. Selain itu
menurut Jamal media radio kurang disukai di watampore maka panggilan

menggunakan penempelan di Pengadilan dan media seperti radio sudah tidak

% Jamaluddin T, “Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampore)”, STAIN
Watampore: Jurnal Al- Adalah, Vol. 3 No. 1(Januari 2018).
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efektif lagi di Pengadilan Agama Watampore, perlu adanya pemanggilan
yang lebih menjangkau di wilayah luas seperti media sosial facebook dan lain
sebagainya.

Kedua, penelitian Hermin Setiyowati yang berjudul “Pandangan
Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melaui Media
Masa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)”."* Karya tulis ini hampir sama
pembahsannya dengan apa yang penulis akan bahas, selain itu penelitian ini
lebih menekankan pada pendapat jurusita Pengadilan Agama Lamongan.
Menurut Hermin terkait efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melaui
media radio masih dirasakan efektif, karena latar belakang orang-orang desa
masih banyak yang tersinyalir dengan panggilan media ini. Hermin juga
berpendapat bahwa akan lebih efektif lagi apabila ditambah melalui media
sosial. Perbedaan dengan penelitian penyusun ini terdapat pada sudut
pandang satu profesi, sedangkan penulis ingin mencari dari sudut pandang
hakim, panitera, dan jurusita.

Ketiga, penelitian M. Hasan Nurhayati yang berjudul “Putusan Hakim
Atas Perceraian Salah Satu Pihak Ghaib dan Implikasinya Terhadap Pihak di
Pengadilan Agama Limboto”.* Karya tulis ini menitikberatkan pada proses

penyelesaian perceraian dari salah satu pihak ghaib, alat bukti saksi yang

"' Hermin Setiyowati, “Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan Panggilan
Ghaib Melaui Media Masa (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

2 M. Hasan Nurhayati, “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Ghaib dan
Implikasinya Terhadap Pihak di Pengadilan Agama Limboto” Studi Islam dan Interdisipliner:
Jurnal limiah Al- Jauhari (JIAJ), Vol. 3 No. 2 (September 2018)



12

lemah menurut Hasan, karena banyak saksi yang tidak mengetahui perkara
tersebut dengan dasar pertimbangan hukum yang dinilai lemah. Karya tulis
ini lebih menekankan juga pada implikasi dari putusan terhadap para pihak
yang berperkara di Pengadilan Agama Limboto.

Keempat, penelitian Laili ‘Izza Syahriyati yang berjudul “Penentuan
Masa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.13 Karya ini menjelaskan penerapan
masa mafqud dalam perkara perceraian, menurut Laili dalam menentukan
perkara tersebut, hakim menggunakan Pasal 19 B Peraturan Pemerintah
Nomor: 1 Tahun 1975 Jo Pasal 116 B KHI tentang batas minimal mafqud
selama dua tahun berturut- turut. Apabila terdapat perkara yang sama yang
diajukan kurang dari dua tahun, hakim mempertimbangkan kemaslahatan
untuk istri yang ditinggalkan suaminya. Walaupun sama membahas mengenai
cerai ghaib akan tetapi berbeda dengan penelitian penyusun yang berkaitan
tentang efektivitas pemanggilan ghaib terhadap perkara perceraian di
Pengadilan Agama.

Dari beberapa penelitian yang di telaah oleh penulis terdapat beberapa
karya tulis yang membahas tentang efektivitas pemanggilan ghaib terhadap
perkara perceraian di Pengadilan Agama, akan tetapi keadaan tempat, waktu,
lingkungan masyarakat dan pejabat teknis Pengadilan Agama yang berbeda

tentu akan mempunyai perbedaan terhadap proses pelaksanaannya. Dalam

B Laili ‘Izza Syahriyati, “Penentuan Masa Suami Mafqud dalam Perkara Cerai Gugat
Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2017.
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skripsi ini penyusun mengambil fakta kasus putusan di Pengadilan Agama
Sleman sehubungan dengan kasus perceraian yang tidak diketahui domisili
dari tergugat, penyusun juga akan wawancara langsung dengan hakim dan
jurusita Pengadilan Agama Sleman tentang pertimbangan-pertimbangan yang
menjadi dasar hukum dan proses yang digunakan dalam pemanggilan
tergugat ghaib, sehingga ada kejelasan teori dan praktek yang ada di

lapangan.

E. Kerangka Teorli

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri
dengan keputusan pengadilan serta ada cukup alasan bahwa diantara suami
istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.** Ketika membahas
perceraian prinsip dari Undang-undang perkawinan adalah mempersulit
adanaya perceraian tetapi tidak berarti Undang-undang perkawinan tidak
mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi suami istri. Sedangkan
kreativitas itu sendiri merupakan kemampuan untuk menciptakan hal yang
berbeda. Dalam perkara ini kreativitas hakim diuji bagaimana diskresi atau
kebijaksanaan ketika dihadapkan pada peraturan yang seharusnya sudah tidak
relevan lagi karena menghabiskan waktu yang lama dalam menyelesaikan
satu perkara ghaib sehingga menjadi lebih efektif. efektivitas itu sendiri

merupakan kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai dengan kata

' Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, 1997), him. 12



14

lain melakukan hal atau memilih sasaran yang tepat.'® Kata efektivitas yang
dimaksud dalam judul penelitian ini adalah tercapainya sesuatu sesuai dengan
sasarannya atau sesuatu telah mencapai tujuan yang diinginkan atau
ditargetkan. Selama ini proses penyelesaian perkara perceraian dengan
tergugat yang tidak diketahui domisilinya, pemanggilan masih merujuk pada
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Perturan tersebut berisi tentang pemanggilan/ pengumuman dilakukan
melalui media massa dalam hal ini radio dengan dua kali pemanggilan,
dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua,
tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan
sekurang-kurangnya tiga bulan, dan apabila dalam hal sudah dilakukan
sebagaimana mestinya seperti yang disebutkan dan tergugat atau kuasanya
tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila
gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Artinya hal ini menunjukkan
bahwa demikian banyak perkara perceraian yang pihak tergugatnya ghaib
akan mengalami proses penyelesaian yang cukup lama karena waktu yang
dibutuhkan sejak masuknya perkara dengan sidang pertama adalah selama
empat bulan. Proses pemanggilan dengan waktu yang cukup lama tersebut
berdampak pada semakin banyaknya tunggakan perkara yang tidak

terselesaikan setiap tahunnya.

5James A. F. Stoner dkk, Management, Terj. Alexander Sindoro, Manajemen (Jakarta:
PT. Prehaulindo, 1996), him. 9.
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Berkaitan dengan efeketivitas waktu dalam perkara perceraian gugat
ghaib, setiap hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut perlu
memperhatikan tiga hal yang esensial, baik keadilan (gerechtighrit),
kemanfaatan (zwachmatigheit), dan kepastian (rechtsecerbeit). Penegakan
hukum sesuai prosedur yang sesuai hukum acara belum tentu mencerminkan
keadilan, karena terpenuhinya prosedur hukum baru menciptakan yang
dinamakan procedural justice. Sementara substancial justice justru bisa saja
terpungkiri. Menurut Satipto Rahardjo terkait Progresif Hukum adalah hukum
yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan
zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Pada
prinsipnya Hukum Progresif bertolak dari dua komponen basis hukum, yaitu
peraturan (rules) dan perilaku (behavior). Hukum Progresif berangkat dari
asumsi dasar yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum,
sehingga menunjukkan bahwa kehadiran hukum bukanlah yang harus ditinjau
dan diperbaiki. Bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema
hukum.

Hukum Progresif juga berdasarkan pada asumsi bahwa hukum bukan
merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada
dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the marking).*®
Pencarian keadilan merupakan tujuan dari penegakan hukum yang menjadi

symbol dinamika kehidupan, sehingga menempatkan hukum merupakan

18 Datuk Mahmud, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
Tentang Nafkah Mut’ah pada Kasus Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai
Talak Tahun 2-016-2018)” , Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017),
him.5
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langkah awal dari hukum yang artinya menempatkan kemanusiaan dipuncak
kehidupan hukum, keadilan dan kemanusiaan ada dan dapat ditemukan di atas
hukum.’
Menurut teori Sajipto Rahardjo tentang gagasan-gagasan dasar
progresif hukum yaitu:
1. Hukum untuk manusia/ rakyat
Pengadilan progresif mengikuti maksim, “Hukum adalah untuk
rakyat bukan sebaliknya”, bila rakyat itu untuk hukum artinya apapun
yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca
adalah kata-kata Undang-undang saja. Dalam hubungan ini, pekerjaan
hakim menjadi lebih kompleks karena seorang hakim bukan hanya
seorang teknisi UU tetapi juga makhluk sosial, sehingga pekerjaan hakim
sangatlah mulia karena harus memeras otak serta nuraninya.*®
2. Faktor perilaku di atas peraturan
Hukum progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting
sebagai faktor signifikan dalam berhukum daripada peratura-peraturan
yang tidak lain adalah teks-teks. Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks
hukum tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan
hukum yang otentik karena yang lebih otentik adalah perilaku, sebuah

etinitas di mana hukum itu berada. Dengan perilaku manusia hukum akan

7 1bid, him. 15.

18 satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2010),him.191.
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menjadi hidup karena tanpa peristiwa perilaku hukumnya hanya
bermakna teks.'*

Apabila hukum dimaknai sekedar hukum tertulis saja, berarti
kita terlalu menyempitkan arti hukum atau membatasi hukum. Perubahan
hukum itu sendiri dipengaruhi dari hukum yang merupakan praktek
sehari-hari oleh pejabat hukum. Jika tingkah laku mereka telah berubah,
berarti hukum pun telah berubah walaupun peraturan perundang-
undangannya masih tetep seperti dulu.

Menurut teori hukum progresif tersebut dapat dipahami bahwa
penafsiran atau konstruksi hukum yang tercantum dalam Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan sendirinya akan
tercipta suatu hukum baru yang sudah tentu merubah limit waktu
panggilan terhadap pihak tergugat yang ghaib, meskipun aturan itu
sendiri tidak mengalami perubahan. Selain itu jika dilihat dari lingkup
penciptaan hukum baru bukan hanya terdapat hukum tertulis, tetapi
termasuk di dalam hukum yang merupakan praktek dari pejabat hukum
sehari-hari, seperti halnya pelaksanaan pemanggilan oleh jurusita
pengganti atas perintah hakim.

3. Orieantasi sosiologis

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum Progresif menolak

aliran yang membahas tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan,

kedua hukum ini jauh dari realitas yang sesungguhnya dalam

% Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif’, Jurnal Ilmu Hukum
“Jurusita Et Pax”, V01.32:1 (Juni 2016),him.37
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menghadapi penyelesaian permasalahan yang terus berkembang. Artinya
hukum positif cenderung mempertahankan status quo dan kurangnya
kepedulian terhadap penderitaan yang dihadapi masyarakat.?

Pendapat tersebut didukung oleh Mochtar Kusumaatmadja yang
mengatakan bahwa hukum jika diartikan dalam pengertian yang luas,
maka hukum itu tidak saja merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula
lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya
kaidah-kaidah itu dalam kenyataan tersebut. Tidaklah cukup pendekatan
hukum semata-mata dilihat secara normatif apabila kita hendak
melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.?

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penciptaan
suatu hukum baru akan menjadi efektif apabila didukung oleh nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat, karena dalam menggunakan
hukum acara tidak hanya kepentingan formal saja yang menjadi fokus
pertimbangan. Lebih dari itu harus diutamakan pula pertimbangan rasa
keadilan atas peristiwa konkrit yang ada dengan menghayati nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat.

4. Hukum dalam proses “Menjadi”

? Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, Jurnal Ilmu Hukum

“Jurusita Et Pax”’, Vol.32:1 (Juni 2016),him.38

2L Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Rangka
Pembangunan Nasional, cet.1, (Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD-Bina Cipta, 1975),
him.11
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Hukum bukanlah sesuatu yang statis, mutlak, final, stagnan
maupun tidak berubah. Akan tetapi akan selalu mengalir karena hukum
itu berada dalam proses menjadi. Artinya perubahan yang dimaksud yaitu
hukum merupakan buatan manusia tentu dapat berubah dan dirubah
sendiri oleh para pembuatnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu
hukum dalam konsep progresif selalu dalam on going process,
maksudnya hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam melainkan
institusi yang bergerak.**

5. Hukum yang bersifat membebaskan

Hukum progresif merupakan hukum yang membebaskan dari
belenggu kerangkeng hukum. Manusia memang membutuhkan hukum,
tetapi jangan sampai hukum itu yang membelenggu manusia. Pekerjaan
hukum tidak hanya melakukan rule making atau hanya membuat dan
menjalankan, tetapi sesekali dalam keadaan tertentu juga harus
melakukan rule breaking atau terobosan terhadap peraturan.”® Sudah
menjadi  tugas hakim dalam  menyelesaikan perkara harus
mempertimbangkan manfaat atau kepentingan, sehingga terkait upaya
hakim dalam penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan bisa sejalan dengan konsep dan teori maslahah

mursalah.

2 Hyronimus Rhiti, ‘“Landasan Filosofis Hukum Progresif’, Jurnal IImu Hukum

“Jurusita Et Pax”, Vo0l.32:1 (Juni 2016),him.40

%% satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010), him. 140.
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Kata maslahah menurut ibnu manzur berarti manfaat atau
kepentingan yang merupakan lawan dari kata mafsadat yaitu kerusakan.
Sedangkan definisi dari maslahah mursalah secara terminologi adalah
sesuatu yang menyebabkan kepantasan dan kemanfaatan seperti
efektivitas Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang diterapkan di Pengadilan Agama Sleman yang mempertimbangkan
kemanfaatan dari para pihak, terutama bagi pihak istri.**

Al Ghazali sebagaimana dikutip oleh Lalu Supardi yang
mendefinisikan maslahah mursalah adalah mengambil manfaat atau
menolah mafsadat (kerusakan), maksudnya vyaitu terjaganya tujuan
pemberlakuan hukum Islam terhadap semua individu yang mencakup
lima prinsip yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Segala
sesuatu yang menjamin terjaganya lima prinsip tersebut merupakan
maslahah dan setiap yang mengakibatkan hilangnya prinsip-prinsip
tersebut adalah mafsadat. Menolak mafsadah adalah salah satu bentuk
dari maslahah.?

Selain itu terdapat teori hukum yang dikemukakan Soerjono
Soekanto, mengatakan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras

dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu

# Lalu Supriadi, Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Figih Najm ad-din at thufi,
(Yogyakarta: Suka-Press, 2013),him.90.

2 pid.



21

terdapat tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus
dipenuhi, yaitu: pertama, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Kedua, penegak hukum harus mampu dan cakap dalam menjalankan
tugasnya. Ketiga, adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk
mematuhi dan menjalankannya. Kesadaran hukum inilah yang menjadi

faktor paling dominan dari tiga komponen tersebut.”®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan penyusun merupakan penelitian
lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan
Agama Sleman. Penelitian lapangan yang dilakukan penyusun ini, untuk
melengkapi pembahasan tentang pertimbangan hukum yang bersumber
dari pejabat teknis Pengadilan Agama Sleman, untuk memberikan
gambaran terhadap pemanggilan perkara perceraian yang tidak diketahui

tempat keberadaannya atau ghaib.

2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan penyusun ini bersifat deskriptif
analitik, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat kemudian
dianalisis.”” Hal itu untuk memberi data yang memperkuat penjelasan

terkait efektivitas penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

% Sperjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet ke-8 (Jakarta: Rajawali
Grafindo Persada, 1997), him.36.

" Andi Prastowo, Memahami Metode- Metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media,
2014), him.201.
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Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Pendekatan Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan normatif

yuridis, yaitu pendekatan penelitian yang mengacu pada tinjauan
peraturan peundang- undangan yang dijadikan dasar oleh hakim maupun
pejabat teknis Pengadilan Agama Sleman untuk menetapkan
pemanggilan perceraian terhadap tergugat ghaib. Hal tersebut dapat
dilihat dari alasan hakim dan pejabat teknis Pengadilan Agama Sleman
yang mengupayakan untuk tetap dilaksanakan proses persidangan dengan
ditinjau dari syariat hukum islam baik itu Al- Qur’an, Hadits, maupun
ditinjau dari kitab- Kkitab seperti Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam
menangani tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dalam perkara
tersebut.
Sumber Data
a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

empiris yang diperoleh langsung, baik dari pengamatan (observasi)

maupun wawancara (interview).

b. Data Sekunder
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Sumber data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini diperoleh
dari study kepustakaan atau dari kajian normatif berupa buku-buku
referensi, Peraturan Perundang-undangan dan karya tulis yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Observasi
Yaitu metode pengumpulan data penelitian dengan cara pengamatan
dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak
pada objek penelitian. Teknik observasi paling sesuai dengan jenis
penelitian sosial, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat
kenyataan dan mengamati secara mendalam serta dicatat segala
sesuatu yang dianggap penting.?®
b. Wawancara (Interview)
Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan
tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan
cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab
secara lisan pula.?® Dalam hal ini subjek yang akan penyusun

wawancarai adalah hakim dan jurusita pengganti di Pengadilan

28 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang
Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang), (Jakarta: Kementrian Agama
RI, 2010), him.134.

2 prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, M.App.Sc, Metodologi Penelitian : Kupas Tuntas Cara
Mencapai Tujuan, (Malang: UB Press, 2012), him.179.
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Agama Sleman. Sedangkan terhadap kelompok masyarakat yang
mengajukan gugatan cerai dan mengalami panggilan ghaib dilakukan
dengan cara insidentil.
c. Dokumentasi
Metode pengumpulan data dengan melakukan pengambilan data yang
diperoleh melalui dokumen- dokumen berupa berkas perkara yang
terkait dengan penelitian ini. Adapaun data-data yang dimaksud
adalah rekap data perkara perceraian, perkara ghaib dan keputusan
hakim yang menyangkut putusan tanpa hadirnya tergugat bagi pihak
ghaib yang ada di Pengadilan Agama Sleman.
6. Analisis Data
Data-data apa saja Yyang diperoleh dari penulis untuk
dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini kemudian
dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan analisis kualitiatif yang artinya prosedur dari
penelitian tersebut menghasilkan data deskriptif, sehingga bersifat

interpretasi yang berbentuk uraian atau bahasan.

G. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam sebuah karya ilmiah dituntut sistematis, hal ini
bertujuan untuk memudahkan dalam pembahasan, menganalisa serta
menjabarkan isi dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, penyusun membagi
sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini menjadi 5 (lima) bab, antara

lain sebagai berikut :
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Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat
latar belakang masalah menjelaskan terkait hal yang meatarbelakangi
penelitian, kemudian ada rumusan masalah yang akan digali ketika di
lapangan sebagai tujuan dari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian,
penyusun dalam melakukan penelitiannya tidak lepas dari proses membaca
secara mendalam terhadap penelitian terdahulu dan sejenis untuk menjadi
titik acuan penelitian lalu dibandingkan dengan subjek pembahasan penyusun
dan hal ini termuat dalam telaah pustaka. Setelah itu terdapat kerangka
teoretik sebagai teori untuk memecahkan masalah- masalah yang akan diteliti,
selanjutnya metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat
penelitian, sumber data, pendekatan penelitian; teknik pengumpulan data, dan
analisis data. Bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan
yang berisi tentang alur penyusunan skripsi, sehingga tersusun secara
sistematis.

Bab Kedua, memaparkan gambaran umum tentang macam-macam
perceraian ghaib yang terdiri dari enam bab, diantaranya adalah penjelasan
mengenai perceraian di Indonesia, kemudian sub bab yang kedua
menjelaskan mengenai perceraian ghaib baik pengertian maupun dasar
hukumnya. Sub bab yang ketiga adalah penjelasan mengenai efektivitas. Sub
bab yang keempat menjelaskan tentang sistem Peradilan Agama di Indonesia.
Sub bab yang kelima menjelaskan tentang tata cara pemanggilan bagi pihak
tergugat yang ghaib, sedangkan sub bab yang keenam menjelaskan tentang

penemuan hukum oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
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gambaran jelas tentang kreativitas hakim sebagai penyelesaian terhadap
perceraian ghaib.

Bab Ketiga, berisi penyajian hasil penelitian tentang panggilan ghaib
dan efektivitasnya di Pengadilan Agama Sleman yang terdiri dari empat bab,
diantaranya adalah gambaran umum Pengadilan Agama Sleman sebagai
tempat penelitian. Sub bab yang kedua penyelesaian perkara perceraian di
Pengadilan Agama Sleman. Sub bab yang ketiga proses pemanggilan ghaib
melalui media massa di Pengadilan Agama Sleman. Sub bab yang keempat
optimalisasi panggilan ghaib melalui media massa di Pengadilan Agama
Sleman.

Bab Keempat, menjelaskan tentang Analisis Terhadap Penerapan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tergugat Ghaib
di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018-2019 dan bagaimana Pengadilan
Agama Sleman menerapkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah. No 9 Tahun
1975 agar dapat terlaksana dengan sederhana.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil
penelitian ini yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah pada
bab pertama. kemudian saran tentang penyusunan skripsi yang bertujuan
untuk pengembangan penelitian berikutnya. Sebagai pelengkap dicantumkan

juga daftar pustaka dan lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan yang telah penyusun paparkan pada

bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal

mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini:

1.

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang panggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamat
domisili dan keberaannya dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama
Sleman sudah diterapkan secara efektif akan tetapi proses pemanggilan
terhadap Tergugat ghaib yang lama dengan hasil dari jumlah pihak yang
datang setelah pemanggilan tersebut, menjadikan penerapan peraturan
tersebut dianggap tidak efektif atau sudah tidak relevan lagi
dipergunakan sebagai instrument pemanggilan di Pengadilan Agama
Sleman. Dalam Peraturan tersebut juga tidak menjelaskan secara rinci
alasan pemanggilan dilakukan dua kali dengan tenggang waktu panggilan
pertama dan kedua adalah 1 bulan dan panggilan ke dua dengan hari
sidang 3 bulan, dan juga tidak mengatur berapa banyak panggilan ini
harus disampaikan selama 2 kali waktu pemanggilan tersebut. Untuk itu,
sudah saatnya untuk dilakukan pembaharuan. Karena -efektivitas

peraturan tersebut sudah tidak relevan di terapkan dalam masyarakat,

93
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baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga diperlukan
terobosan yang baru dengan sesuai makna dari ketentuan hukum yang
berlaku. Mengingat tujuan utama dilaksanakan panggilan adalah agar
para pihak yang terpanggil datang di persidangan;

2. Bahwa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman dalam proses
pemanggilan perkara perceraian ghaib sehingga dapat terlaksana secara
sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dilakukan dilakukan melalui
radio UTY Medari 90.7 Mhz FM. Adapun panggilan dilakukan sebanyak 2
kali dengan tenggang waktu panggilan pertama dan kedua adalah 1 bulan,
sedangkan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang 3
bulan. Pengadilan Agama Sleman sudah melakukan upaya untuk
memaksimalkan panggilan ghaib selain panggilan melalui radio UTY
Medari 90.7 Mhz FM juga memakai website. Hal tersebut dilakukan
karena mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Adanya
beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung hakim dalam menangani
perkara peceraian dengan Tergugat ghaib di Pengadilan Agama Sleman
agar dapat terlaksana dengan adil, efektif dan bijaksana. Sehingga proses
dalam menjatuhkan putusan verstek dalam gugatan tersebut tidak
mengandung unsur tergesa-gesa, karena mengingat bahwa putusan
perceraian itu bersifat constitutive. Diantaranya terdapat faktor kaidah
hukum, kreatifitas hakim dan adanya budaya hukum. Semua itu menjadi
kombinasi yang menarik untuk diterapkan, termasuk bila dilakukan

penafsiran yang memerlukan kesepakatan majelis hakim kemudian
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diimplementasikan melalui prosedur hukum acara dan dilaksanakan oleh
aparat Pengadilan Agama Sleman sebagai lembaga yang memiliki
kekuasaan terhadap putusan itu. Sebab dalam menggunakan hukum acara,
tidak hanya kepentingan formal saja yang menjadi fokus pertimbangan,
tetapi diutamakan juga pertimbangan rasa keadilan atas peristiwa konkrit
yang ada dengan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.
Saran
Sudah saatnya untuk dilakukan pembaharuan terhadap peraturan yang
mengatur pemanggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui
keberadaannya dalam perkara perceraian, karena efektivitas peraturan
tersebut sudah tidak relevan di terapkan dalam masyarakat, baik secara
filosofis, yuridis dan sosiologis. Hal ini diakibatkan adanya perubahan
dan perkembangan dalam strata sosial kemasyarakatan dan tata struktur
organisasi - pemerintahan di Indonesia ini. Diharapkan proses
pemanggilan terhadap Tergugat yang tidak diketahui alamat dan
keberadaannya atau biasa disebut ghaib, sebaiknya hakim menafsirkan
dan mengkaji ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 718 ayat (2) RBg untuk
mencapai keadilan dengan memperhatikan segala aspeknya sesuai
dengan hukum progresif.
Diharapkan jika pemanggilan tetap harus menggunakan ketentuan Pasal

27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim harus berusaha
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kreatif melakukan penafsiran atau konstruksi hukum. Sehingga proses
pemanggilan tidak membutuhkan waktu yang lama, meskipun aturan
hukum itu sendiri tidak mengalami perubahan. Karena lingkup dari
penciptaan hukum baru itu sendiri bukan hanya terhadap hukum yang
tertulis, tetapi termasuk di dalam hukum yang merupakan praktek dari
pejabat hukum sehari-hari. Seperti pelaksanaan pemanggilan oleh
Jurusita pengganti atas perintah Hakim. Penciptaan suatu hukum, baru
efektif apabila didukung oleh nilai-nilai hukum yang hidup di dalam
masyarakat, contoh pengucapan taklik talak setelah selesai akad nikah
berlangsung. Ketika syarat dari taklik talak tersebut sudah terpenuhi,
maka Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan cerai.
Walaupun harus diawali dengan prosedur hukum acara yang berlaku;

Diharapkan panggilan yang tidak dapat dilakukan menggunakan media
TV, media cetak seperti Koran atau media massa yang lain dikarenakan
pertimbangan biaya mahal, sebaiknya tetap menggunakan media radio.
Akan tetapi di dalam pelaksanaan pemanggilan dilakukan secara
berulang kali dan disertai dengan bukti penyiaran dari radio UTY

Medari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur’an/ Tafsir Al-Qur’an

Kementrian Agama RI, Al- Akhyar Al- Qur’an dan Terjemahannya, Bekasi:
PT. Citra Mulia Agung, 2015.

B. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

‘Izza Syahriyati, Laili, “Penentuan Masa Suami Mafqud dalam Perkara Cerai
Gugat Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”,
Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Ali  As-Shabuni, Muhammad, Hukum Waris Dalam Syari’at Islam,
(Surakarta: Diponegoro, 1992).

Hamid, Zahry, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang
Perkawinan DI Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta 1979).

Jamaluddin T, “Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian
di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas | A
Watampore)”, STAIN Watampore: Jurnal Al- Adalah, Vol. 3 No. 1
(Januari 2018).

Khairul Umam, Dian, Figih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
Madjid Khon, Lihat Abdul, Figh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009).

Mahmud Datuk, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kota
Yogyakarta Tentang Nafkah Mut’ah pada Kasus Permohonan Cerai
Talak (Studi Kasus Permohonan Cerai Talak Tahun 2-016-2018)”,
Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: PT. Karya Unipress,
1974).

97



98

M. Hasan Nurhayati, “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak
Ghaib dan Implikasinya Terhadap Pihak di Pengadilan Agama
Limboto” Studi Islam dan Interdisipliner: Jurnal Ilmiah Al- Jauhari
(JIAJ), Vol. 3 No. 2 (September 2018).

M Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer,
(Jakarta: Kencana, 2002).

Nakamura, Hisako, Perceraian Orang Jawa; Studi Tentang Perkawinan di
Kalangan Orang Islam Jawa, Terjemahan H. Zaeni Ashmad Hoeh,
(Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1991).

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU
Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: Academia & Tazzafa,
2005.

Rafig, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta:
Gama Media, 2001).

Sabig, Sayyid, Figh Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian,
pentahgig: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar,
Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011).

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan,
(Yogyakarta: Liberty, 1997).

Supriadi Lalu, Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Figih Najm ad-din at
thufi, (Yogyakarta: Suka-Press, 2013).

Syahlani, Hensyah, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam
Peradilan Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993).

Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap
Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di
Kota Padang), Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



99

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006
dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang No. 50 tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 Bab IV Poin A Nomor 8

Lain-lain

Ali, Achmad, Mengembara di Belantara Hukum, (Makasar: Lembaga
Penerbitan, 1990).

Ali, Achmad, Mengenal Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,
(Jakarta: Chandra Pratama, 1996).

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. 4,
(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Dalam
Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Badan Peradilan Agama R,
2001).

Halim, Ridwan. Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005).

Hamidi, Jazim, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan
Interpretasi Teks,(Yogyakarta: Ull Press, 2005).

James A. F. Stoner dkk, Management, Terj. Alexander Sindoro, Manajemen,
Jakarta: PT. Prehaulindo, 1996.



100

Kementrian Agama Republik Indonesia, Efektivitas FKUB dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Puslitbag
Kehidupan Keagamaan, 2015).

Kumalaningsih, Sri, Metodologi Penelitian : Kupas Tuntas Cara Mencapai
Tujuan, Malang: UB Press, 2012.

Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Rangka
Pembangunan Nasional, cet. ke-2, Bandung: LPHK Fakultas Hukum
UNPAD- Bina Cipta, 1975.

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenagan dan Acara Peradilan Agama,
Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Mahsun, Lilik, Analisis Hukum Tentang Efektivitas Penerapan Pp No.9
Tahun 1975 Terhadap Proses Perceraian Pada Pengadilan Agama
Bau-Bau, Kendari: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Kendari, 2005.

Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:
Liberty, 2007).

Prastowo, Andi, Memahami Metode- Metode Penelitian, Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2014.

Projohamidjojo, Martiman, Komentar Atas KUHP, (Jakarta: Pradnya
Paramitha, 2005).

Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010)

Rasjidi, Lili, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,
(Bandung: Alumni, 1982).

Rhiti Hyronimus, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, Jurnal llmu Hukum
“Jurusita Et Pax”, V0l.32:1 (Juni 2016),him.40

Setiyowati, Hermin, “Pandangan Jurusita Tentang Efektivitas Pelaksanaan
Panggilan Ghaib Melaui Media Masa (Studi di Pengadilan Agama



101

Lamongan)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2017.

Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet ke-8 (Jakarta:
Rajawali Grafindo Persada, 1997).

Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen, (Semarang: Universitas
Diponegoro, 2000).

Suyadi, Meninjau Ulang Tenggang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib
Perceraian, dalam www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENINJAU.pdf,
diakses Tanggal 12 September 2020.

Web dan Internet

www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENINJAU.pdf

https://pa-slemankab.go.id/web/article/sejarah




LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TERJEMAHAN

No |

Halaman

| Footnote |

Terjemahan

BAB |1

26

3

Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri
hubungan suami istri.

27

4

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah
itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf
atau menceraikan dengan cara yang baik.
tidak halal bagi kamu mengambil kembali
sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya
(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh isteri untuk menebus dirinya (Ayat Inilah
yang menjadi dasar hukum khulu' dan
penerimaan ‘iwadh. Kulu' Yaitu permintaan
cerai kepada suami dengan pembayaran yang
disebut ‘iwadh). Itulah hukum-hukum Allah,
Maka janganlah kamu  melanggarnya.
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum
Allah mereka lItulah orang-orang yang zalim.

BAB IV

78

10

Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah- memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat

BAB V

102

seseorang yang dipanggil Hakim
(Pengadilan) tidak datang, ia dipandang
sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
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